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INTISARI 

Nama    : Hernando Santoso 

NPM    : 22071010108 

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 2004 

Program Studi   : Strata 1 (S1 Hukum) 

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS 

MALPRAKTIK TELEKONSULTASI MEDIS 

(Studi Perbandingan antara Indonesia, Prancis, dan Singapura) 

ABSTRAK: Perkembangan telemedisin telah mengubah pola hubungan antara 

dokter dan pasien melalui pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam 

pelayanan kesehatan. Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan hukum mengenai 

batas antara risiko medis dan kelalaian profesional yang dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban pidana dokter, terutama karena belum adanya parameter 

telekonsultasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter atas malpraktik 

telekonsultasi medis dalam sistem hukum Indonesia, Prancis, dan Singapura serta 

merumuskan konsep pengaturan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

negara sama-sama mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau 

kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dokter. Perbedaannya terletak 

pada keberadaan parameter profesional telekonsultasi yang digunakan untuk 

menilai kesalahan tersebut. Prancis dan Singapura telah mengatur standar 

telekonsultasi secara lebih rinci sehingga pembuktian kelalaian dokter lebih jelas. 

Sebaliknya, Indonesia belum memiliki parameter profesional telekonsultasi yang 

komprehensif sehingga penilaian unsur kealpaan masih bergantung pada 

interpretasi ketentuan umum hukum kesehatan. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

berpotensi menimbulkan persoalan due process of law karena rekomendasi majelis 

disiplin berfungsi sebagai prasyarat dilanjutkannya penyidikan. Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi khusus telekonsultasi serta reformulasi hubungan antara majelis 

disiplin dan proses pidana. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dokter, Malpraktik Medis, 

Telekonsultasi Medis, Telemedisin. 
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ABSTRACT 

The development of telemedicine has transformed the relationship between 

physicians and patients through the utilization of digital communication 

technologies in healthcare services. Despite its benefits, telemedicine raises legal 

issues concerning the boundary between medical risk and professional negligence 

that may give rise to criminal liability for physicians, particularly due to the 

absence of clear teleconsultation parameters within the Indonesian legal system. 

This study aims to analyze the construction of physicians’ criminal liability for 

medical teleconsultation malpractice within the legal systems of Indonesia, France, 

and Singapore, and to formulate an ideal regulatory framework for Indonesia. This 

research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and 

comparative law approaches. The findings demonstrate that all three jurisdictions 

require fault, either in the form of intent or negligence, as the basis for physicians’ 

criminal liability. The principal difference lies in the existence of professional 

teleconsultation parameters used to assess such fault. France and Singapore have 

established more detailed teleconsultation standards, thereby facilitating the 

assessment and proof of physicians’ negligence. In contrast, Indonesia has yet to 

develop comprehensive professional teleconsultation parameters, resulting in the 

assessment of negligence remaining dependent upon the interpretation of general 

health law provisions. This study also finds that Article 308 of Law Number 17 of 

2023 concerning Health potentially raises due process of law concerns because the 

recommendation of the disciplinary council functions as a prerequisite for the 

continuation of criminal investigations. Therefore, a specific teleconsultation 

regulation and a reformulation of the relationship between the disciplinary council 

and the criminal justice process are required. 

Keywords: Criminal Liability, Physician, Medical Malpractice, Medical 

Teleconsultation, Telemedicine.  
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